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h.ac.id cases of violence and threats. The study also finds that existing
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Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebebasan pers
dan keselamatan jurnalis di Sumatera Selatan selama pelaksanaan
Pemilu 2024. Fokus penelitian ini adalah pada analisis kebebasan pers,
keselamatan jurnalis, regulasi dan petlindungan hukum, serta
dampaknya terhadap kualitas demokrasi di Sumatera Selatan. Metode
penelitian  ini menggunakan pendekatan  kualitatif dengan
pengumpulan data melalui wawancara dan analisis dokumen. Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa kebebasan pers di Sumatera
Selatan selama Pemilu 2024 masih menghadapi tantangan, termasuk
*) Corresponding Author tekanan dan intimidasi terhadap jurnalis. Selain itu, keselamatan
jurnalis juga menjadi perhatian serius dengan adanya kasus-kasus
kekerasan dan ancaman. Penelitian ini juga menemukan bahwa
regulasi dan perlindungan hukum yang ada belum sepenuhnya efektif
Keywords: Press Freedom, dalam menjamin kebebasan pers dan keselamatan jurnalis. Implikasi
Safety, Journalists in South penditian ini adalah pentingnya meningkatkan kesadargn dan
Sumatra. 2024 General Election perlindungan terhadap kebebasan pers dan keselamatan jurnalis untuk
’ memperkuat demokrasi di Sumatera Selatan.
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PENDAHULUAN

Kebebasan pers adalah salah satu komponen utama dalam menilai tingkat demokrasi
dan kebebasan berpendapat di sebuah negara (Mahdi, 2014). Di Indonesia, perjalanan
kebebasan pers telah mengalami berbagai dinamika yang mencerminkan perubahan politik dan
sosial selama beberapa dekade terakhir. Perbandingan antara era orde baru dan orde reformasi
memberikan gambaran yang kontras mengenai bagaimana kebebasan pers berkembang dan
berubah di Indonesia. Pada masa kolonial, pers di Indonesia dibatasi dan dikontrol oleh
pemerintah belanda. Surat kabar yang diterbitkan harus mendapat persetujuan dari pemerintah
sebelum dicetak, dan pemerintah juga mengawasi pers secara represif. Era orde baru
dimulai dengan jatuhnya Presiden Soekarno dan berlangsung hingga tahun 1998, ketika
Presiden Soeharto mengundurkan diri. Dalam era ini, kebebasan pers sangat terbatas dan
dikendalikan oleh pemerintah. Pemerintah orde baru menggunakan berbagai cara untuk
mengawasi dan mengontrol pers, termasuk dengan mengeluarkan peraturan perundang-
undangan yang represif dan melakukan pembredelan terhadap media massa (Imron et al,
2016). Kebebasan pers merupakan salah satu pilar penting dalam demokrasi yang sehat dan
berfungsi sebagai alat kontrol sosial yang efektif. Melalui pers yang bebas, masyarakat dapat
mengakses informasi yang akurat dan transparan mengenai berbagai isu sosial, politik, dan
ekonomi. Kebebasan pers di Indonesia telah mengalami perjalanan panjang, dari masa represif
orde baru hingga era reformasi yang lebih terbuka. Meskipun demikian, kebebasan pers di
Indonesia masith menghadapi berbagai tantangan, terutama pada masa-masa sensitif seperti
tahun politik.

Sumatera Selatan merupakan salah satu provinsi yang memiliki dinamika politik yang
kompleks, menjadi lokasi yang relevan untuk meneliti kebebasan pers dan keselamatan jurnalis.
Provinsi ini dikenal dengan keragaman etnis dan budayanya serta memiliki sejarah politik yang
beragam, mulai dari masa kolonial hingga era modern. Dinamika politik di Sumatera Selatan
sering kali mencerminkan perubahan politik nasional, sehingga menjadikannya daerah yang
penting untuk dianalisis. Sejarah politik Sumatera Selatan sangat kompleks dan beragam
(Islamiyana et al., 2023).

Pada masa politik, intensitas kegiatan politik meningkat termasuk kampanye, pemilihan
umum, dan berbagai aktivitas politik lainnya. Situasi ini sering kali membawa tekanan
tambahan bagi jurnalis dalam melaksanakan tugasnya. Mereka dihadapkan pada berbagai risiko,
mulai dari intimidasi, kekerasan fisik, hingga ancaman hukum.

Tahun politik sering kali menjadi periode yang penuh dengan ketegangan dan konflik.
Media berperan penting dalam menginformasikan publik mengenai perkembangan politik,
memfasilitasi debat publik serta mengawasi jalannya proses politik. Namun, dalam melakukan
tugas-tugas tersebut, jurnalis sering kali menjadi target tekanan dari berbagai pihak yang
memiliki kepentingan politik. Hal ini dapat mengancam kebebasan pers dan keselamatan
jurnalis (Kenny, 2020).

Tahun politik meliputi periode kampanye pemilihan umum, pemilihan kepala daerah,
serta berbagai aktivitas politik lainnya yang sering kali diwarnai dengan persaingan sengit antar
kandidat dan partai politik. Sering kali juga menjadi periode yang penuh dengan ketegangan
dan konflik. Media berperan penting dalam menginformasikan publik mengenai perkembangan
politik, memfasilitasi debat publik, serta mengawasi jalannya proses politik. Situasi ini
membawa tekanan tambahan bagi jurnalis dalam melaksanakan tugasnya untuk meliput,
menginvestigasi, dan melaporkan berita.

Pada tahun 2023, Sumatera Selatan menempati peringkat ke-31 dari 34 provinsi dalam
Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) dengan nilai 70,83 turun dari peringkat ke-10 pada tahun
2022 dengan nilai 81,40. Penurunan posisi dalam IKP tidak terlepas dari tiga indikator utama:
lingkungan politik, ekonomi, dan hukum. Dari aspek hukum, terjadi penurunan drastis
pelaporan kekerasan terhadap jurnalis di Palembang dan Sumatera Selatan. Selain itu, serangan
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terhadap pers semakin masif dalam bentuk regulasi yang represif, kekerasan, dan penyensoran,
seperti yang disoroti oleh AJI dalam Konferensi Kebebasan Pers di Palembang (Fajriansyah,
2024).

Secara nasional, Sumatera Selatan berada di peringkat 31. Dengan lingkungan fisik dan
politik berada di peringkat 32, lingkungan ekonomi peringkat 28 dan pada lingkungan hukum
berada di peringkat 27. Adapun bentuk kekerasan pada jurnalis yang dilaporkan ialah ancaman,
kekerasan fisik, kekerasan seksual atau berbasis gender, pelarangan liputan, pelecehan,
penghapusan hasil liputan, serta penuntutan hukum, perusakan atau perampasan alat, serangan
digital dan intimidasi. Beberapa kekerasan yang terjadi pada jurnnalis yang dilaporkan justru
dilakukan oleh aparat pemerintah dan aparat penegak hukum.

Ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi turunnya nilai IKP yaitu bisa dari
kemerdekaan pers itu sendiri atau ancaman dari luar. Contoh salah satu kasus yang menimpa
jurnalis Edo Wilantara, seorang wartawan dari Informediakota.com. Edo melaporkan oknum
pedagang kantin di Kantor Camat Kelekar Kabupaten Muara Enim, karena insiden pemukulan
terthadap Edo ketika melakukan tugas jurnlistik di kantor tersebut (Sumatera News, 2023). Lalu
ada lagi kasus kekerasan yang terjadi kepada Sapriansyah, seorang pewarta Sriwijayanews.
Sapriansyah mengalami pemukulan yang menggunakan benda mirip pistol rakitan oleh
Mustopa Candra di proyek pembangunan gedung olahraga Desa Sumaja Makmur Kecamatan
Gunung Megang (Netralitasnews, 2023).

Kebebasan pers dan keselamatan jurnalis adalah dua elemen yang tidak dapat
dipisahkan. Kebebasan pers adalah landasan dari demokrasi yang sehat, memungkinkan media
untuk melaporkan secara bebas, jujur, dan tanpa takut akan pembalasan (Nurhalizah &
Yuwafik, 2020). Namun, kebebasan pers tidak dapat terwujud sepenuhnya jika jurnalis tidak
merasa aman saat melakukan pekerjaannya (Kusumaningrum et al., 2023). Perlindungan
terthadap jurnalis mencakup berbagai aspek yang penting untuk memastikan mereka dapat
bekerja tanpa rasa takut dan dengan kebebasan penuh. Perlindungan fisik adalah yang paling
dasar, yang bertujuan melindungi jurnalis dari berbagai bentuk ancaman kekerasan, termasuk
serangan fisik langsung, intimidasi, atau bahkan ancaman pembunuhan.

Dalam situasi berisiko tinggi seperti saat meliput konflik, demonstrasi, atau
menginvestigasi isu-isu sensitif, jurnalis sering kali menjadi target karena peran mereka dalam
menyebarkan informasi yang mungkin tidak disukai oleh pihak-pihak tertentu. Selain aspek
fisik, perlindungan terhadap kesehatan mental juga sangat penting. Jurnalis yang terus-menerus
berada di bawah tekanan atau ancaman dapat mengalami stres kronis, trauma, atau gangguan
mental lainnya (Sinaga et al., 2020). Stres ini bisa timbul dari ancaman yang berulang,
pengalaman menyaksikan kekerasan secara langsung, atau dari tekanan lingkungan kerja yang
tidak mendukung. Oleh karena itu, penting bagi jurnalis untuk memiliki akses ke dukungan
psikologis, seperti konseling dan layanan kesehatan mental, guna menjaga kesejahteraan
mereka. Aspek hukum juga sangat penting dalam melindungi jurnalis.

Kebebasan pers dan kedewasaan masyarakat memiliki hubungan yang sangat erat dan
saling mempengaruhi dalam perkembangan demokrasi suatu negara. Seperti yang dikemukakan
oleh Bill Kovach dan Tom Rosenstiel dalam bukunya "The Elements of Journalism", pers memiliki
tanggung jawab utama untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan warga agar mereka bisa
hidup merdeka dan mengatur diri sendiri. Kebebasan pers yang sehat memungkinkan
masyarakat mendapatkan akses dengan beragam informasi dan perspektif, pada saat gilirannya
membantu membentuk cara berpikir yang lebih kritis dan komprehensif (Kovach &
Rosenstiel, 2021).

Penelitian ini berfokus pada sejauh mana kebebasan pers dan keamanan jurnalis di
Sumatera Selatan terjamin selama periode pemilu di tahun 2024. Hal ini penting dikaji karena
peran vital pers dalam menyampaikan informasi dan mengawasi proses demokrasi. Jika
kebebasan pers terancam, maka dapat berimbas pada kualitas informasi yang diterima
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masyarakat dan pada akhirnya dapat memengaruhi partisipasi publik dalam proses politik.
Secara teoretis penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai hubungan antara
kebebasan pers, keselamatan jurnalis, dan dinamika politik di tingkat provinsi.

Sebagian besar penelitian sebelumnya berfokus pada isu serupa di tingkat nasional atau
provinsi lain. Oleh karena itu, penelitian ini akan memberikan perspektif baru mengenai situasi
di Sumatera Selatan yang memiliki karakteristik politik dan sosial budaya yang khas. Secara
praktis temuan penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemangku kepentingan, seperti
pemerintah daerah, organisasi pers, dan masyarakat, untuk mengambil langkah-langkah
konkret dalam menjamin kebebasan pers dan keselamatan jurnalis di Sumatera Selatan,
terutama pada tahun politik.

Namun, kita juga menghadapi berbagai tantangan, terutama yang dialami oleh para
jurnalis, seperti ancaman terhadap keselamatan dan kebebasan mereka dalam melaporkan
berita. Masalah-masalah ini bisa menghambat keberadaan ruang publik yang sehat. Oleh karena
itu, sangat penting untuk menjelajahi bagaimana kebebasan pers dan keselamatan jurnalis
berpengaruh pada keberlangsungan ruang publik di daerah ini, serta implikasinya bagi dinamika
demokrasi kita

Menurut NE salah satu pengurus AJI Palembang yang penulis wawancarai pada tanggal
22 Oktober 2024, beliau mengatakan bahwa sebagian besar jurnalis yang ada di Palembang
mengalami tekanan pada masa politik. Tekanan yang didapat tidak secara langsung ke jurnalis
tetapi melalui perantara yaitu kepala suatu media tempat jurnalis tersebut bekerja. Karena hal
tersebut, jurnalis tidak bisa dengan bebas memproduksi berita (NE, 2024).

Berdasarkan paparan diatas, penelitian ini penting karena berfokus pada kebebasan
pers dan keselamatan jurnalis di Sumatera Selatan selama tahun politik yaitu pemilu tahun
2024, sebuah periode yang sarat dengan risiko meningkatnya ancaman terhadap jurnalis.
Sumatera Selatan dengan kompleksitas politik dan sosialnya, menawarkan studi kasus unik
yang belum banyak diteliti, khususnya dalam konteks lokal yang sering kali terabaikan oleh
penelitian yang lebih berfokus pada wilayah nasional. Mengingat peran utama jurnalis dalam
menjaga kualitas demokrasi, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan literatur mengenai
kebebasan pers di tingkat regional dan memberikan rekomendasi yang relevan untuk kebijakan
publik serta perlindungan jurnalis.

Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis yang
signifikan, menambah wawasan tentang interaksi antara faktor politik, sosial, dan hukum dalam
mempengaruhi kebebasan pers, sekaligus mendorong advokasi yang lebih kuat untuk
petlindungan jurnalis di daerah. Urgensi penelitian ini tidak hanya terletak pada kepentingan
akademis tetapi juga pada perannya dalam mendukung proses demokrasi yang sehat melalui
media yang bebas dan independen. Dari uraian diatas, maka peneliti akan melakukan penelitian
dengan judul “Kebebasan Pers Dan Keselamatan Jurnalis Di Sumatera Selatan Pada Pemiln Tabun
20247,

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara utama yang digunakan peneliti untuk mencapai
tujuan serta menemukan jawaban atas masalah yang diajukan (Jaya, 2020). Dalam penelitian ini,
penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Creswell, tujuan penelitian
kualitatif umumnya meliputi penjelasan tentang fenomena utama yang menjadi fokus
penelitian, para partisipan yang terlibat, serta lokasi tempat penelitian dilakukan. Selain itu,
tujuan penelitian kualitatif juga dapat mencakup penyebutan rancangan penelitian yang
digunakan. Tujuan ini biasanya disusun menggunakan istilah teknis yang berasal dari
terminologi penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan
metode studi kasus.Studi kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas, dan peneliti mengumpulkan
informasi rinci menggunakan berbagai data prosedur pengumpulan selama periode waktu yang
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berkelanjutan (Creswell & Creswell, 2018). Metode studi kasus dipilih untuk mengeksplorasi
secara mendalam fenomena kebebasan pers dan keselamatan jurnalis di Sumatera Selatan pada
pemilu tahun 2024, dengan fokus pada pemahaman kontekstual dan pengalaman subjektif para
jurnalis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebebasan pers merupakan salah satu pilar penting dalam sebuah demokrasi yang
sehat, termasuk di Sumatera Selatan. Sebagai salah satu provinsi di Indonesia dengan
keberagaman budaya dan sosial yang cukup besar, dinamika kebebasan pers di daerah ini
sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Dari perkembangan teknologi informasi yang
memungkinkan masyarakat mengakses berita dengan cepat, hingga tantangan yang datang dari
berbagai pihak yang berusaha mengontrol atau membatasi ruang gerak pers. Memahami
bagaimana kebebasan pers di Sumatera Selatan berjalan dalam konteks yang lebih luas, serta
tantangan yang dihadapi oleh media dan jurnalis di daerah ini.

1. Evaluasi Upaya Perlindungan dan Keselamatan Jurnalis

Dalam konteks Pemilu 2024, upaya perlindungan dan keselamatan jurnalis di
Sumatera Selatan telah diatur oleh berbagai kebijakan dan peraturan yang dikeluarkan
baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemerintah Sumatera Selatan
bersama dengan lembaga terkait, seperti Dewan Pers dan Aliansi Jurnalis Independen
(AJI), berupaya menyediakan pelatihan dan perlindungan hukum untuk jurnalis agar
mereka dapat bekerja dengan aman dan tanpa tekanan politik. Di samping itu, terdapat
pula pendampingan hukum bagi jurnalis yang menghadapi ancaman atau kekerasan,
schingga mereka dapat melaporkan kejadian yang menimpa mereka tanpa takut
mendapat tindakan balasan. Namun, meskipun ada upaya tersebut, perlindungan
terthadap jurnalis masih memerlukan perhatian lebih, khususnya dalam menghadapi
risiko fisik yang meningkat menjelang Pemilu.

Seiring dengan meningkatnya tekanan terhadap jurnalis selama masa Pemilu,
peraturan yang ada pun semakin diperketat. Beberapa kebijakan perlindungan
mencakup pengawasan terhadap aparat keamanan dan tindakan represif terhadap
media, dengan adanya mekanisme pengaduan yang dapat diakses oleh jurnalis yang
merasa dirugikan. Selain itu, Dewan Pers juga mengingatkan pentingnya penegakan
kode etik jurnalistik yang menjadi landasan kerja jurnalis, terutama dalam menghadapi
politik praktis yang rawan terjadi selama Pemilu. Meskipun demikian, penerapan
kebijakan ini di lapangan sering kali menghadapi hambatan, seperti kurangnya
dukungan dari pihak keamanan atau pemangku kebijakan di tingkat daerah, yang
menyebabkan jurnalis rentan terhadap ancaman fisik maupun psikologis.

Upaya perlindungan jurnalis di Sumatera Selatan juga melibatkan kolaborasi
antara lembaga-lembaga pemerintah dengan organisasi non-pemerintah yang bergerak
dalam bidang kebebasan pers. Program pelatihan mengenai keselamatan jurnalis selama
peliputan Pemilu telah dilakukan secara berkala, dengan materi yang mencakup
perlindungan hukum, cara menghindari intimidasi, serta bagaimana melaporkan
kejadian yang menimpa jurnalis di lapangan. Meski begitu, tantangan utama tetap
terletak pada implementasi yang tidak selalu betjalan sesuai harapan, terutama dalam
kondisi yang melibatkan politik lokal yang terkadang mempersulit objektivitas media.
Oleh karena itu, koordinasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam perlindungan
jurnalis harus ditingkatkan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi
wartawan.

Meskipun sudah ada sejumlah kebijakan dan upaya perlindungan yang
diberikan kepada jurnalis, masih terdapat celah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-
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pihak tertentu untuk menghalangi kebebasan pers. Sering kali, meskipun laporan
kekerasan atau ancaman terhadap jurnalis telah dilaporkan, penegakan hukum tidak
selalu optimal. Oleh karena itu, evaluasi terhadap efektivitas langkah-langkah
perlindungan ini perlu dilakukan secara berkelanjutan, terutama setelah Pemilu 2024,
untuk memastikan bahwa kebebasan pers tidak terancam dan jurnalis dapat bekerja
dengan aman. Selain itu, penting untuk terus meningkatkan kesadaran di kalangan
pejabat publik dan aparat penegak hukum mengenai pentingnya peran jurnalis dalam
memastikan kelancaran proses demokrasi, termasuk selama Pemilu.

Temuan pertama menunjukkan bahwa kebebasan pers di Sumatera Selatan
secara umum tetap berlangsung selama Pemilu 2024, terutama dalam hal tidak adanya
pelarangan eksplisit dari pemerintah daerah atau aparat penegak hukum terhadap
aktivitas jurnalistik. Namun, kebebasan tersebut tidak sepenuhnya bebas dari kendala,
karena masih terdapat tekanan yang bersifat struktural maupun tidak langsung, seperti
ketergantungan media terhadap iklan politik, relasi kuasa dengan elite lokal, dan
kontrol ekonomi pemilik media.

Beberapa jurnalis menyampaikan bahwa mereka merasa bebas secara formal,
namun tetap waspada terhadap intervensi halus yang dapat memengaruhi isi
pemberitaan. Dalam hal keselamatan, ditemukan adanya kasus peretasan, penyadapan,
serta tekanan verbal dari simpatisan politik, yang meskipun tidak selalu terlihat,
menimbulkan kecemasan dan rasa tidak aman di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa
kebebasan pers yang dijamin secara hukum belum sepenuhnya menjamin kenyamanan
dan keamanan kerja jurnalistik secara praktis.

Meskipun Indonesia memiliki regulasi yang mendukung kebebasan pers
melalui Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, implementasi di lapangan
seringkali menemui tantangan. Di Sumatera Selatan, jurnalis dan media sering kali
berhadapan dengan intimidasi, ancaman, hingga tindakan hukum akibat pemberitaan
yang dianggap tidak sejalan dengan kepentingan tertentu. Walau begitu, perkembangan
teknologi dan kemajuan media digital memberikan peluang bagi pers untuk terus
berkembang dan memperjuangkan hak atas informasi secara bebas. Oleh karena itu,
penting bagi seluruh pihak untuk menjaga kebebasan ini agar tetap berjalan secara
profesional dan bertanggung jawab, serta tidak disalahgunakan untuk tujuan yang
merugikan masyarakat.

Dalam teori jurnalisme Kovach dan Rosenstiel, kondisi ini mencerminkan
tantangan terhadap prinsip independensi dan loyalitas kepada warga, karena jurnalis
dihadapkan pada tekanan eksternal yang berpotensi menggoyahkan netralitas dan
integritas mereka.

Tantangan dan Solusi untuk Meningkatkan Kebebasan Pers di Masa Pemilu

Selama Pemilu, kebebasan pers di Sumatera Selatan menghadapi berbagai
tantangan yang cukup besar. Salah satu tantangan utama adalah adanya tekanan politik
yang sering kali membatasi ruang gerak media untuk memberikan informasi secara
objektif dan independen. Beberapa media mengalami intimidasi atau ancaman, baik
secara langsung dari pihak yang terlibat dalam kontestasi politik maupun melalui
pengaruh eksternal dari kelompok-kelompok yang memiliki agenda politik tertentu.
Selain itu, ketidakpastian dalam regulasi yang mengatur kebebasan pers juga menjadi
kendala, di mana peraturan yang ada terkadang tidak sejalan dengan kebutuhan jurnalis
untuk melaksanakan tugas mereka dengan bebas dan tanpa rasa takut.

Tantangan lainnya adalah penyebaran berita hoaks yang semakin marak
menjelang Pemilu. Media sosial menjadi salah satu saluran utama untuk penyebaran
informasi palsu, yang tidak hanya merusak kredibilitas media tetapi juga mengancam
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integritas proses demokrasi. Jurnalis yang mencoba mengungkap kebenaran sering kali
disalahpahami atau bahkan difitnah, sehingga meningkatkan risiko bagi mereka yang
berupaya untuk menjaga objektivitas dan integritas jurnalistik. Selain itu, banyaknya
pihak yang terlibat dalam politik seringkali membuat jurnalis kesulitan untuk menjaga
netralitas dan melaporkan fakta secara jujur tanpa ada pengaruh atau tekanan dari luar.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, salah satu solusi yang bisa diterapkan
adalah peningkatan perlindungan hukum bagi jurnalis. Pemerintah dan lembaga terkait
perlu memperkuat regulasi yang memberikan perlindungan terhadap kebebasan pers
dan memperjelas sanksi terhadap segala bentuk ancaman atau intimidasi terhadap
jurnalis. Hal ini akan memberikan rasa aman kepada jurnalis dalam menjalankan tugas
mereka, khususnya dalam mengungkap fakta selama masa Pemilu. Selain itu, dukungan
hukum yang lebih kuat juga dapat membantu jurnalis untuk menuntut hak-hak mereka
jika mengalami pelanggaran, sehingga mereka tidak merasa takut atau terintimidasi
dalam melaporkan berita.

Selain perlindungan hukum, solusi lainnya adalah peningkatan literasi media
baik di kalangan masyarakat maupun para jurnalis itu sendiri. Mengedukasi masyarakat
untuk lebih kritis terhadap informasi yang diterima dapat mengurangi dampak negatif
dari penyebaran hoaks yang sering terjadi menjelang Pemilu. Di sisi lain, pelatihan
jurnalistik yang lebih intensif tentang cara menghadapi tekanan politik dan ancaman
serta menjaga objektivitas juga sangat penting. Dengan pengetahuan dan keterampilan
yang memadai, jurnalis akan lebih siap untuk menghadapi tantangan tersebut dan tetap
menjalankan tugas mereka dengan integritas. Meningkatkan kolaborasi antara media,
pemerintah, dan lembaga-lembaga independen dalam menjaga kebebasan pers juga
merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa media dapat berfungsi sebagai
pilar demokrasi yang kuat, terlepas dari tekanan yang ada selama Pemilu.

Dinamika kebebasan pers di Sumatera Selatan juga tidak bisa dilepaskan dari
karakteristik politik lokal yang memiliki basis patronase kuat antara penguasa daerah,
elite politik, dan media. Hal ini membuat intervensi terhadap kerja jurnalistik sering kali
dilakukan secara informal, melalui hubungan kekeluargaan, pertemanan, atau tekanan
sosial, bukan semata dari struktur formal.

Pengaruh Tekanan dan Ancaman terhadap Independensi Media di Sumatera Selatan

Tekanan dan ancaman terhadap jurnalis di Sumatera Selatan selama Pemilu
2024 sangat memengaruhi independensi media dan kualitas pemberitaan. Dalam
praktiknya, meskipun kebebasan pers diatur oleh regulasi, jurnalis dihadapkan pada
beragam tantangan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Tekanan politik yang
datang dari aktor politik, serta intervensi ekonomi yang melibatkan media dan
pemodal, menempatkan jurnalis pada posisi dilematis antara menjaga independensi
atau mengikuti kepentingan pihak-pihak tertentu. Salah satu bentuk ancaman yang
signifikan adalah intervensi melalui akses informasi eksklusif, iklan politik, dan
permintaan pemberitaan yang menguntungkan calon atau partai tertentu, yang
berdampak pada integritas jurnalistik.

Selain itu, ancaman terhadap independensi media juga muncul dalam bentuk
tekanan sosial dan psikologis. Jurnalis dihadapkan pada intimidasi verbal, sindiran,
hingga pengawasan ketat oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan pemberitaan.
Situasi ini menciptakan iklim kerja yang tidak aman, yang membatasi ruang gerak
jurnalis dalam memberikan informasi yang objektif dan berimbang. Tekanan tersebut
menyebabkan banyak jurnalis yang terpaksa melakukan swasensor atau menghindari
liputan isu-isu yang dapat menimbulkan konflik, karena takut menghadapi reperkusi
sosial atau politik.
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Bentuk-bentuk ancaman ini, meskipun tidak selalu berupa kekerasan fisik,
sangat memengaruhi kualitas pekerjaan jurnalistik. Ketika jurnalis merasa terintimidasi
atau terancam, merecka cenderung mengurangi keberanian untuk mengkritisi kebijakan
atau memberikan pandangan yang berbeda. Hal ini menciptakan ketidakseimbangan
dalam pemberitaan, yang dapat mengurangi objektivitas media dan mempengaruhi
persepsi publik terhadap hasil Pemilu. Oleh karena itu, sangat penting bagi jurnalis
untuk memiliki ketahanan moral dan etika yang kuat dalam menjalankan tugas mereka,
serta dukungan dari organisasi profesi untuk menjaga kebebasan pers tetap terjaga.

Di sisi lain, media juga dihadapkan pada tekanan ekonomi yang berasal dari
hubungan dengan pemodal dan sponsor politik. Ketergantungan media pada iklan
kampanye atau dukungan finansial dari pihak-pihak tertentu semakin memperburuk
independensi jurnalis. Media yang mengandalkan pendapatan dari iklan politik
cenderung lebih memprioritaskan hubungan finansial daripada prinsip objektivitas dan
integritas jurnalistik. Hal ini menciptakan ruang abu-abu antara pekerjaan jurnalistik
dan kepentingan ekonomi, yang pada akhirnya memengaruhi kualitas pemberitaan yang
disampaikan kepada publik.

Selanjutnya, mengenai bentuk tekanan dan ancaman yang dihadapi jurnalis,
ditemukan bahwa tantangan datang dalam berbagai bentuk, mulai dari intervensi
politik, tekanan eckonomi, hingga ancaman digital dan pelecehan berbasis gender.
Beberapa jurnalis mengakui bahwa mereka pernah diminta oleh tim sukses untuk
mengarahkan isi pemberitaan, atau menghadapi tekanan jika berita yang mereka buat
dianggap tidak menguntungkan kandidat tertentu. Selain itu, tekanan ekonomi muncul
melalui relasi bisnis media dengan pemilik modal atau sponsor iklan politik. Hal ini
menempatkan jurnalis dalam dilema antara menjaga integritas profesi dan memenuhi
target finansial redaksi.

Jurnalis perempuan bahkan mengalami tekanan tambahan berupa pelecehan
verbal di lapangan yang mengganggu rasa aman mereka secara personal. Ancaman ini
menguji secara langsung prinsip-prinsip dasar jurnalisme, seperti kewajiban terhadap
kebenaran, independensi, serta keberanian untuk mengikuti nurani dalam menjalankan
tugas. Dalam wawancara, para jurnalis menyampaikan bahwa mereka tetap berusaha
memverifikasi informasi secara ketat, menjaga keberimbangan pemberitaan, dan
menghindari framing yang berlebihan. Mereka menyadari bahwa praktik jurnalisme
yang berimbang bukan hanya untuk memenuhi etika, tetapi juga untuk menjaga
kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap media.

Keterkaitan Temuan dengan Teori Prinsip Jurnalisme

Berdasarkan hasil wawancara dengan para jurnalis dari AJI Palembang dan
PWI Sumatera Selatan, dapat disimpulkan bahwa sembilan elemen jurnalisme yang
dikembangkan oleh Bill Kovach dan Tom Rosenstiel memiliki keterkaitan yang erat
dengan praktik jurnalistik yang dijalankan selama Pemilu 2024 di Sumatera Selatan.
Para jurnalis menunjukkan komitmen terhadap prinsip pertama jurnalisme, yaitu
kewajiban terhadap kebenaran, dengan menckankan pentingnya verifikasi dalam setiap
laporan. Seorang jurnalis dari PWI menyatakan bahwa wartawan harus mengonfirmasi
informasi sebelum menuliskannya, menunjukkan bahwa disiplin verifikasi tetap
menjadi pedoman utama mereka.

Prinsip loyalitas kepada warga juga tampak kuat dalam cara jurnalis menjaga
proporsionalitas pemberitaan, tidak berpihak, dan memastikan bahwa semua kandidat
diberi ruang yang adil dalam liputan. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa jurnalisme
harus melayani kepentingan publik, bukan kekuatan politik atau ekonomi tertentu.
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Selanjutnya, para jurnalis juga menegaskan pentingnya menjaga independensi
dari intervensi politik maupun tekanan pemilik media. Narasumber dari AJI secara
tegas menyebutkan bahwa mereka melarang anggotanya menerima sumbangan dari
pihak berkepentingan demi menjaga integritas. Peran jurnalis sebagai pemantau
kekuasaan juga dijalankan secara aktif, salah satunya melalui program MAPILU yang
digagas PWI bekerja sama dengan Bawaslu untuk mengawasi pelaksanaan pemilu.

Ini mencerminkan bahwa jurnalis tidak sekadar menjadi pelapor, tetapi juga
bagian dari sistem pengawasan demokrasi. Forum publik untuk kritik dan komentar
juga disediakan oleh media, seperti melalui podcast atau rubrik opini, memungkinkan
masyarakat menyuarakan pandangannya secara bebas.Dalam aspek penyajian, jurnalis
berupaya membuat isu penting menjadi menarik dan relevan, misalnya dengan
memanfaatkan elemen visual agar lebih mudah dipahami masyarakat.

Prinsip proporsionalitas juga dijaga dengan memberikan ruang yang adil
kepada semua pihak dan menghindari framing yang berlebihan. Selain itu, banyak
jurnalis menegaskan bahwa dalam situasi dilematis, nurani tetap menjadi panduan
utama dalam mengambil keputusan editorial. Mereka menolak untuk menjadi corong
kepentingan tertentu, dan memilih untuk berpijak pada nilai kebenaran, keadilan, dan
etika jurnalistik. Oleh karena itu, sembilan elemen jurnalisme bukan hanya sekadar
teori, tetapi benar-benar terinternalisasi dalam praktik jurnalistik yang dijalankan di
Sumatera Selatan. Prinsip-prinsip ini menjadi panduan moral sekaligus operasional
dalam menghadapi tekanan, menjaga independensi, dan menyampaikan informasi yang
berimbang kepada masyarakat selama masa pemilu.

Mengenai upaya petlindungan dan penjaminan keselamatan jurnalis,
ditemukan bahwa organisasi profesi seperti AJI dan PWI memainkan peran sentral
dalam mendampingi dan melindungi jurnalis, terutama saat menghadapi ancaman
hukum atau intimidasi di lapangan. AJI Palembang, misalnya, menyediakan posko
pengaduan, pelatthan keamanan digital, dan pendampingan hukum jika jurnalis
mengalami tekanan.

PWI Sumsel juga memiliki bidang hukum yang bertugas memberikan
pendampingan kepada anggotanya selama mereka bekerja sesuai kode etik. Meskipun
demikian, efektivitas perlindungan ini sangat tergantung pada inisiatif jurnalis itu
sendiri untuk melapor dan mencari dukungan. Beberapa jurnalis menyampaikan bahwa
mereka lebih memilih menyelesaikan persoalan secara informal karena merasa tidak
ingin memperpanjang masalah atau tidak yakin kasus mereka akan direspons dengan
cepat.

Selain dari organisasi profesi, perlindungan juga muncul dari solidaritas
antarjurnalis di lapangan dan mekanisme komunikasi informal yang mereka bangun.
Namun, dukungan dari pemerintah daerah dan aparat penegak hukum cenderung
bersifat pasif; mereka tidak secara aktif terlibat dalam perlindungan jurnalis, meskipun
tidak menghalangi peliputan. Dalam perspektif teori sembilan elemen jurnalisme,
perlindungan ini penting untuk mendukung peran jurnalis sebagai pemantau kekuasaan
dan penyampai informasi kepada publik secara independen dan bertanggung jawab.

Secara keseluruhan, hasil dan pembahasan ini menunjukkan bahwa jurnalis di
Sumatera Selatan selama Pemilu 2024 bekerja dalam kondisi yang dinamis dan penuh
tantangan. Meskipun secara prinsip mereka menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan
sembilan elemen jurnalisme, dalam praktiknya mereka harus berhadapan dengan
tekanan dari berbagai arah.

Hal ini menegaskan bahwa praktik jurnalisme yang etis dan profesional tidak
hanya memerlukan komitmen individu, tetapi juga sistem perlindungan struktural yang
kuat, baik dari organisasi profesi, institusi media, hingga dukungan negara. Dengan kata
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lain, sembilan elemen jurnalisme tidak cukup hanya dipahami, tetapi harus didukung
oleh sistem yang memungkinkan jurnalis mengimplementasikannya secara utuh dalam
situasi yang penuh risiko.

Keseluruhan dinamika yang ditemukan menunjukkan bahwa jurnalisme tidak
hanya sekadar aktivitas menyampaikan informasi, tetapi juga bagian dari infrastruktur
demokrasi lokal. Jurnalis yang bekerja di tengah kontestasi politik membawa peran
sebagal penjaga ruang publik yang sehat, sekaligus pelindung hak warga untuk tahu.
Dalam konteks ini, sembilan elemen jurnalisme tidak hanya menjadi pedoman
profesional, tetapi juga semacam kompas moral yang menjaga agar proses demokrasi
tetap berlangsung secara sehat, terbuka, dan akuntabel.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dinamika kebebasan pers dan
keselamatan jurnalis di Sumatera Selatan pada Pemilu 2024 memperlihatkan situasi yang
kompleks, ditandai oleh keberadaan regulasi yang secara normatif menjamin kebebasan pers,
namun implementasinya masih dibatasi oleh tekanan politik, ekonomi, dan sosial. Kebebasan
pers secara formal terlindungi oleh Undang-Undang No. 40 Tahun 1999, namun dalam
praktiknya, pelaksanaan prinsip independensi jurnalis kerap kali menghadapi tantangan
struktural yang tidak selalu bersifat eksplisit. Organisasi profesi seperti AJI Palembang dan
PWI Sumatera Selatan memainkan peran krusial dalam menjaga ruang kebebasan pers melalui
advokasi, pendampingan hukum, edukasi etik dan literasi digital, serta membentuk jejaring
proteksi kolektif bagi jurnalis di lapangan.

Berkenaan dengan bentuk-bentuk tekanan dan ancaman terhadap jurnalis, penelitian
ini menemukan bahwa tekanan hadir dalam berbagai wujud, baik secara langsung maupun
tidak langsung. Tekanan politik meliputi intervensi terhadap isi pemberitaan, intimidasi verbal,
dan praktik sensor terselubung, sedangkan tekanan ekonomi muncul dari ketergantungan
media terhadap iklan polittk dan relasi dengan pemilik modal. Selain itu, jurnalis juga
menghadapi ancaman fisik dan psikologis, terutama ketika meliput isu-isu sensitif, serta
meningkatnya serangan digital seperti peretasan dan penyadapan komunikasi. Ancaman
tersebut tidak hanya mengganggu proses kerja jurnalistik, tetapi juga menimbulkan efek
psikologis yang signifikan dan berkontribusi pada praktik swasensor di kalangan jurnalis.

Terkait dengan upaya perlindungan dan penjaminan keselamatan jurnalis, penelitian
ini menunjukkan bahwa AJI dan PWI telah menjalankan berbagai mekanisme perlindungan,
mulai dari pembentukan posko pengaduan, penyediaan bantuan hukum, pelatihan keamanan,
hingga penguatan kode etik jurnalistik. Namun, efektivitas perlindungan tersebut masih
menghadapi sejumlah kendala, terutama terkait dengan rendahnya pelaporan dari jurnalis
korban, ketimpangan pemahaman terhadap prosedur advokasi, dan keterbatasan sistem
petlindungan internal dalam media tempat mereka bekerja. Peran pemerintah daerah dan
aparat penegak hukum dinilai cukup positif dalam menciptakan ruang kerja yang relatif
kondusif, meskipun belum terdapat mekanisme perlindungan struktural yang spesifik terhadap
jurnalis.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menekankan pentingnya penguatan sistem
petlindungan yang bersifat holistik dan terintegrasi, meliputi aspek hukum, sosial, digital, dan
psikologis. Perlindungan jurnalis tidak dapat hanya bergantung pada respons insidentil, tetapi
memerlukan pendekatan sistemik yang melibatkan sinergi antara organisasi profesi, institusi
media, pemerintah, dan aparat keamanan. Hanya dengan demikian, prinsip kebebasan pers
yang dijamin secara hukum dapat dijalankan secara substansial dalam praktik jurnalistik yang
profesional dan berkeadilan di era demokrasi elektoral seperti Pemilu 2024.
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